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TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ARIN CIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
- TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
‘Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Parigi
Moutong Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigt Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaa
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaima telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558} sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864); , o

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor 155);

14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri.



5. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring,
dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

6. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi
khusus, dan dana transfer lainnya.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening
tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

10.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.

11.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan. ,

12.Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada
Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran.

13.Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

14 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

15.Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

16.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RINCIAN DANA DESA -

Pasal 2
Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 3
Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
Alokasi Dasar;
Alokasi Afirmasi;
Alokasi Kinerja; dan
Alokasi Formula.

po o

. Pasal 4
Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung
berdasarkan Alokasi Dasar bagian Daerah dibagi jumlah Desa dalam Daerah.

Pasal 5
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
diberikan secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



(2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pengelolaan Dana Desa, dengan rumus sebagai berikut :

AA Desa = (0,015 x DD) / {{2 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD =Pagu Dana Desa Nasional

DST =Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

DT =Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin
Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.

Pasal 6

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada
Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan
Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan
Desa.

(2) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pengelolaan Dana Desa, dengan rumus sebagai berikut :

AK Desa = (0,015 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa)

Keterangan :
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD =Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa =Jumlah Desa Nasional

Pasal 7 .
Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseny);
c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8 :

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari
perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja
bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

(2) Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b dinilai dan
persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai
prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang
jasa Dana Desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf ¢ dinilai dazi
persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana
Desa.

(4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf d dinilai
dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status
Desa terakhir, dan perbaikan jumiah penduduk miskin.



Pasal 9
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan dengan menggunakan formula yang ditetapakan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa, dengan rumus sebagai
berikut:

AF Desa = {{0,10 x Z1) + {0,50 x Z2) + {0,15 x 23) + (0,25 x Z4)} x AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa di Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa di Kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
di Kabupaten

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota

Pasal 11
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun
dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB Il
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD
melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemotongan Dana Desa bagian Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD. ‘

(3) Pemotongan Dana Desa bagian Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
3 (tiga) tahap sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar
40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan
Agustus sebesar 40% (empat puluh persen): dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa dari
Kepala Desa sebagai dokumen persyaratan untuk diteruskan kepada KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dari Kepala Desa sebagai
dokumen persyaratan untuk diteruskan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit 50 (lima puluh) persen dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit 35 {tiga puluh lima) persen.



(7} Penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa sebagai
dokumen persyaratan untuk diteruskan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit 90 (sembilan puluh) persen dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen serta laporan
konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

{8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara
pengadaan, dan capaian keluaran.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa melakukan perubahan tabel
referensi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Kementerian
Dalam Negeri dan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Des:a
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

(4) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib
dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik
yang dapat diakses masyarakat Desa. A

Pasal 14
(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal
7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4), Kepala
Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.



BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
a. sisa Dana Desa di RKUD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

BAB VII
SANKSI

Pasal 17
Bupati memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dalam hal :
a. terdapat sisa Dana Desa di RKUD;
b. Kepala Desa tidak melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran setiap
tahapan; dan/atau
c. terjadi penyimpangan penggunaan Dana Desa. -

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
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